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PN{OIINI IAIA IITAT

rePALA KANTOR WILAYAE DEPARTEMEhI AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT

MEItllIvlBAttG : a. bahwa dalam rangka pe,rrbinlan madrasah, dipandang perlu untuk memberikm Persetti1{n
terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkuhgan Kantor V/ilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Barat;

bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah

- memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan

pendidikan.

MENGINGAT : l. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah No. 28 d6tzg tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengab.

3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 trentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen. 
.

4 . Keputusan Presiden RI No. I 5 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang Elah

diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Pnesiden RI Nomor 16 tahun 1989.

5 . Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam

Negeri; No 6 Tahun 1975, No. O37[tlg75 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan

Mutu Pendidikan pada Madrasah.

6. Keputusan Menteri Agama No. l8 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi,dr{n Tata Kerja

Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan

Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

7. Keputusan Bersama Menteri Fendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agmra Nomor 0299/

U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Fembakuan Kurikulum Sekolah

Umum dan Kurikulum Madrasah

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah

Aliyrl, Negeri. i

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di

lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor ?f,,AlEllgg0

tent4ng Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
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MEMBACA : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah swasiaoleh renda\6itfrf/$tr6hiB}t5 
BB/ 1gg1

Kabupaten/Kotamuoy, .....-9.3.TYL.^..:.::.::..... dengan suratnya Nomor.

MEMUTUSKAN:

,t
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA

BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKT.'NGAN KANTOR

WTLAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI ]AWA BARAT.

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2

lampiran keputusan ini.

trepaAa MaOrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai

Madrasah &Ig@t, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan

diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4

lampiran surat keputusan ini.

MENETAPKAN:

Pertama

Kedua



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAII
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DAFTAR MADRASAH S

1997

NOMOR STATTSTK MADRASiAH ( NSM )

3

NOMOB PneaAtvl

NOMOB NAMA DAN ALAMAT MADRASAH

o/wi/mr sl zotl
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KEi,IEHTERIA}I AGA[il4
KANTOR KABUPATEH GARUT

FTAGAil hlffioR srATlsrlK HADRASAH tlXSUl
. TADRASAH TSAT{AUUIYAH
lrlqnor : 32OS[iTStfll$U2ArA

' Berdaearkan KepuBreo K*psla krpnterirmAgam
KatM Keryate* G.rut

'Homor : Kd.l0,(El r[ rFP.00.5frgr, ?.o'10

Tarqgal 14 Juni SIO

Di berikan KePada:

NAIUA [rnqRASA]l

ALAMAT

KECAT',ATAI,I

I(ABUPATEU'KOTA

PROVINSI

NOUOR STATI$TIK I-ATIA

: HTsS t{unrt Htffi

: Kp. Ciboiong

: Cisurupan

: Garut

: Jara Bard
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